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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah negara hukum hal ini disebutkan dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa Indonesia merupakan 

negara hukum. Oleh sebab itu segala tindakan yang dilakukan baik pemerintah 

maupun warga negara Indonesia harus berdasarkan hukum dan tunduk pada 

hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia 

merupakan sistem hukum civil law yang berasal dari sistem hukum Eropa 

kontinental yakni adanya kodifikasi atau pembukuan terhadap hukum contohnya 

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
1
 

Dengan penyebutan negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana 

seluruh aktivitasnya diatur dalam norma-norma yang mana jika kita melanggar 

maka akan ada sanksi maupun hukuman yang akan kita dapat. Hukuman yang 

akan kita dapat akan disesuaikan dengan pelanggaran yang kita perbuat akan 

diputuskan oleh pengadilan yang dimana pengadilan merupakan suatu tempat 

yang dimana keadilan itu ditegakkan.
2
Pengadilan adalah suatu badan atau 

lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh 

karena itu jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu perkara harus melalui badan 

peradilan tersebut. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum di Indonesia perlu 

ada kerjasama dari instusi penegakkan hukum seperti, pihak kepolisian, kejaksaan 

dan pengadilan, yang mana masing –masing harus dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. 

Selain itu penegak hukum harus mempunyai moral dan kredibiltas yang tinggi 

sehingga keadilan dapat terwujud.
3
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Tujuan adanya hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Wujud dari tujuan hukum salah satunya dengan adanya sistem 

hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana mengatur mengenai perbuatan-

perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang bila seseorang tersebut 

melakukannya maka ada ancaman pidana atau hukum yang harus dipertanggung 

jawabkan, serta bagaimana cara penghukuman terhadap seseorang yang 

melakukan tindak pidana tersebut.
4
 

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan 

seseorang yang dilarang dan memiliki ancaman hukuman terhadap perbuatan dan 

tindakan yang dilakukan.
5
 Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda 

strafbaar feit yaitu suatu tindakan yang dapat dihukum.
6
 Pompe menjelaskan 

tindak pidana dapat dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.
7
. 

Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau 

disingkat KUHP yang disusun dalam tiga buku yang mengatur mengenai : 

1. Buku I mengenai aturan umum (Pasal 1 sampai dengan 103) 

2. Buku II mengenai kejahatan (Pasal 104 sampai dengan 488) 

3. Buku III mengenai pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan 569) 

 Dengan demikian, tidak semua tindakan pidana berakhir dengan dijatuhi 

hukuman pidana, karena dalam KUHP juga mengatur penghapusan pidana yang 

diatur dalam buku kesatu yakni dalam bab tiga mulai dari Pasal 44 sampai dengan 

Pasal 51. 

 Salah satu alasan penghapusan pidana dalam KUHP yakni diatur dalam 

Pasal 49 yang berbunyi“ 

                                                
4
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“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk 

diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda 

sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang 

sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. 

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh 

keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serang tidak 

dipidana”. 

 Tindak pidana yang dilakukan dengan pembelaan terpaksa disebut juga 

dengan Noordweer. Pembelaan terpaksa dapat diartikan sebagai pembelaan 

darurat untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta 

benda sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan atau ancaman 

serangan yang sangat dekat. Pasal ini mengatur alasan penghapusan pidana yaitu 

alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan 

hukum.
8
 paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, seperti yang dipaksa itu 

lebih lemah, dari pada orang yang memaksa, apakah paksaan itu betul-betul 

seimbang apabila dituruti dan sebagainya
9
 

 Menurut R.Soesilo syarat-syarat pembelaan darurat dalam buku “Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana”yaitu: Perbuatan yang dilakukan itu harus 

terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat 

perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang 

tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya untuk membela 

kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang yang tidak boleh membunuh atau 

melukai orang lain.  

 Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa pada akhirnya setiap 

kejadian apakah itu merupakan Noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan 

memperhatikan semua hal disekitar persistiwa peristiwa itu. Rasa keadilanlah 

                                                
8 “Syarat syarat Pembelaan Diri yang di Benarkan Hukum,” 

https://www.hukumonline.comklinik/detail/ulasan/lt5057343d8ada9/hukum-acara-pidana/  8 Mei 

2020.  

9
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Pasal, Bogor : Politeia. 2001, hlm.63 
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yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri 

(Noordweer) yang menghalalkan perbuatan yang bersangkutan.
10

 

 Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan 

kesusilaan, dan harta benda, tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak 

badan. Terkait dengan pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan 

terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer 

exces) yang dimana keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan 

hukum, yang dibela juga sama tubuh, harta benda dan kehormatan kesusilaan baik 

sendiri maupun orang lain. Perbedaanya ialah :  

 Pada pembelaan terpaksa (Noodweer) merupakan dasar pembenar karena 

melawan hukumnya tidak ada. Sedangkan, Pada pembelaan terpaksa yang 

melampaui batas (noodweer exces), pembuat melampaui batas karena 

keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri 

melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena 

guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang 

melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
11

 

 Dalam suatu pelanggaran hukum yang disebut perbuatan melanggar  

hukum, yaitu pelanggaran hukum misalnya pembunuhan, pemerkosaan dibawah 

umur, serta penganiayaan yang menimbulkan kematian, biasanya pelanggaran 

hukum yang jelas dilakukan tidak selalu dapat dipidana meski dalam Undang-

Undang sendiri hal tersebut termasuk pelanggaran hukum tetapi karena alasan 

tertentu hal tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana seperti alasan pembenar.
12

 

 Kejahatan muncul akibat berbagai motif, mulai dari rencana, sakit hati, 

dendam maupun utang piutang, salah satunya yang muncul di dalam masyarakat 

yaitu pembunuhan, pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan 

                                                
10 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Eresco 1986, hlm.87 

11
  Wenlly Gumgair, “Pembelaan Terpaksa (Noordwer) dan Pembelaan Terpaksa yang 

Melampaui Batas (Noordweer Exces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana”, Jurnal : Lex Crime 

Vol V/No.5/Jul/2016, hlm. 62 

12
 Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahayani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made 

Minggu Widyantara, “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas 

Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian”, Jurnal : Analogi Hukum , Volume 1, 

Nomor 2, 2019, CC-BY- SA 40 License, hlm. 148 
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nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum yang diatur juga di pasal 338 

KUHP. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang biasa disebut dipidanakan.
13

  

 Menurut Hukum Pidana hakim mempunyai alasan-alasan tertentu untuk 

tidak menjatuhkan pidana atau pun memberikan sanksi kepada terdakwa walapun 

terdakwa telah melanggar hukum dan karen alasan tersebut menyebabkan 

terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut terlepas 

dari jeratan pidana.
14

 

 Apapun tindak pidana yang dilakukan pasti mempunyai pertimbangan 

untuk mendapatkan keringan pidana bahkan penghapusan pidana dengan alasan 

pembenar. Dasar tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 44-Pasal 54 BAB III 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang hal yang menghapuskan, 

mengurangkan atau memberikan pengenaan pidana. Salah satu pasal dalam BAB 

III ini membahas tentang pembelaan terpaksa (Noodweer ) yang terdapat dalam 

Pasal  49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hal itu di dalam putusan 

lamanya menempuh pidana penjara berbeda -berbeda, seperti pada kasus yang 

terjadi di bekasi dalam studi Polres metro bekasi, dalam hal ini sebagimana yang 

terjadi pada kasus pembunuhan yang terjadi pada Mohammad Irfan Bahri 

dikarenakan berupaya menyelamatkan dirinya karena nyawanya merasa terancam 

.Peristiwa itu terjadi di Jembatan Summarecon, Kota Bekasi Rabu 25 Mei 2018, 

ketika Irfan bersama dengan sepupu yang bernama Rofiki mereka berhenti 

dijembatan layang Sumarecoon untuk menikmati pemandangan. Tidak lama 

kemudian, Aric dan Indra menghampiri dengan menggunakan motor beat, 

langsung mengeluarkan celuritnya dan menodong dan meminta barang berupa 

Handphone.  Belum puas dengan itu pelaku yang bernama Aric. membacok tubuh 

Irfan dan melukai bagian bahunya, kemudian Irfan Berhasil Menangkisnya, lalu 

irfan mengambil celurit tersebut dan langsung menyerang balik dengan 

membacok Aric. Kemudian Aric kabur dengan berlumuran darah besama dengan 

Indra langsung membawa ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Aric tidak 

                                                
13

Budayawan Tahir, “Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa 

(Overmacht)”, E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA, Vol.4 No. 2, 2018 hlm 115 

14
 Ibid, hlm.150 
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tertolong, dalam kasus ini Irfan melakukannya upaya membela diri nya karena 

merasa terancam.
15

 

Adapun kasus yang berupa Putusan yang dimana disetiap putusannya 

berbeda-beda  sebagai berikut : 

      

NO     

 

NOMOR 

PUTUSAN  

TINGKAT 

PUTUSAN 

(PN/PT/MA) 

dan KOTA/ 

PROVINISI 

NAMA 

TERPIDANA 

DAN UISA  

 

SARI 

KRONOLOGI

S  

 SARI 

PERTIMBANGAN 

HAKIM/ VONIS 

HAKIM 

 

 

1 

 

 

15/Pid.B/2

016/PN.Ml 

 

PN, 

KABUPAT

EN WULU 

TIMUR, 

SULAWESI 

SELATAN  

 

NUR TANG 

Alias MAMA 

HAM, 52 tahun 

Minggu, 10 

Januari 2016,  

korban 

mendatangi 

rumah 

terdakwa dan 

menuduh 

terdakwa 

sebagai 

pencuri serta 

berbicara yang 

tidak 

sepantasnya di 

depan rumah 

terdakwa  

Hakim 

mempertimbangkan 

bahwa terdakwa 

telah terbukti secara 

sah menurut hukum 

dan meyakinkan 

telah melakukan 

penganiayaan yang 

menimbulkan luka , 

tetapi berdasarkan 

fakta fakta di 

perssidangan bahwa 

yang dilakukan 

terdakwa merupakan 

tindakan yang 

melampaui batas 

(noodweer exces) 

salah satu alasan 

                                                
15
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Perlindungan hukum.., Panji Sukma Waruwu, Fakultas Hukum 2020

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/31/12183801/cerita-irfan-remaja-yang-melawan-hingga-menewaskan-begal-di-bekasi
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/31/12183801/cerita-irfan-remaja-yang-melawan-hingga-menewaskan-begal-di-bekasi


7 
 

penghapusan pidana 

, hakim 

membebaskan 

terdakwa dari segala 

tuntutan  

 

 

 

2 

 

 

105/Pid.B/

2018/PN.P

WK 

 

PN, 

KABUPAT

EN 

PURWAKA

RTA, JAWA 

BARAT  

 

USMAN BIN 

SAKONI, 48 

tahun  

 Minggu, 24 

September 

2017,  korban 

mendatangi 

terdakwa di 

warung 

terdakwa 

dengan nada 

marah 

menatakan 

“Kamu 

Mengambil 

Pekerjaan 

Saya” dan 

mengeluarkan 

golok yang ia  

bawa sehingga 

terdakwa 

melempar 

terdakwa 

dengan batako  

Hakim 

mempertimbangkan 

bahwa terdakwa 

telah terbukti 

melakukan 

perbuatan yang 

didakwakan tetapi 

bukan merupakan 

tindak pidana, 

karena perbuatan 

terdakwa merupakan 

pembelaan terpaksa 

(noodweer) dan 

membebaskan 

terdakwa dari segala 

tuntutan  

 

 

3 

 

 

37/Pid.B/2

017/PN.SD

W 

 

PN, 

KABUPAT

EN KUTAI 

BARAT, 

 

SADERIANUS 

Anak DaRI 

NANIS (Alm), 43 

tahun  

Kamis, 17 

November 

2016, korban 

mendatangi 

terdakwa 

Hakim 

mempertimbangjan 

bahwa terdakwa 

terbukti secara sah 

dan meyakinkan 
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KALIMANT

AN TIMUR 

dirumah 

dengan 

membawa 

parang dan 

menantang 

terdakwa 

untuk berduel. 

bersalah karean telah 

melakukan 

penganiayaan yang 

menyebabkan 

kematian korban , 

akan tetapi 

perbuatan terdakwa 

tersebut tidak dapat 

dihukum karena 

terdakwa melakukan 

perbuatan tersebut 

dalam rangak 

membela diri  

 

 

4 

   

 

63/Pid.B/2

018/PN.PR

G 

 

PN, 

KABUPAT

EN PARIGI 

MOUTONG

, 

SULAWESI 

TENGAH 

 

 

M.NARANG 

Alias PAPA 

JAYA, 60 tahun 

 

Kamis, 14 

Desember 

2017, korban 

mendatangi 

terdakwa yang 

berada di 

kebun dan 

menyerang 

terdakwa 

dengan sebuah 

bambu 

berukuran 93 

cm 

 

Hakim 

mempertimbangkan 

bahwa terdakwa 

terbukti secara sah 

meyakinkan bersalag 

melakukan tindak 

pidana  

penganiaayan 

menyebabkan 

kematian. Dan 

menjatuhakan 

pidana penjara 5 

(lima) Tahun.  

 

5 

 

1/Pid.SUS.

Anak/2020

/PN. KPN  

 

PN, KOTA 

MALANG, 

JAWA 

TIMUR 

 

MOCHAMMAD 

ZAINUL 

AFANDIK AliAS 

FANDIK BIN 

Minggu, 08 

September 

2019, ZA 

melakukan 

penusukan ke 

Hakim 

mempertimbangkan 

bahwa ZA terbukti 

secara sah dan 

bersalah melakukan 
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SARUJI  korban karean 

korban 

melakukan 

pengancaman 

dan pemalakan 

terhadap ZA 

tindak pidana 

penganiaayan 

mengakibatkan 

kematian , 

menjatuhakan 

pidana 1 tahun 

pembinaan dalam 

lemabga 

kesejahteraan Sosial 

Anak Darul Aitam . 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas , dimana 

pertimbangan hakim dalam menghukum para pelaku menurut hukum pidana 

berbeda beda pada pembuktiannya. dan perlindungan hukumnya terhadap orang 

yang melakukan pembelaan terpaksa seperti apa, maka penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah  penelitian tertulis dengan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pembelaan 

Terpaksa (Noodweer ) Ditinjau Dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana.” 
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi  Masalah 

Identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

 Banyak kasus Pembelaan Terpaksa yang terjadi di Indonesia yang dimana 

seseorang melakukan nya dengan keadaan terpaksa untuk membela diri, tetapi 

dalam sistem pembuktian baik di penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan 

putusan berbeda beda dalam kasus tersebut. Adanya pengaruh Pembelaan 

Terpaksa yang dilakukan seseorang dan mengakibatkan seseorang melakukan 

tindak pidana tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 49 KUHP, oleh sebab itu 

harus ada perlindungan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana 

dengan Pembelaan Terpaksa. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Dari apa yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pembuktian dalam pengadilan dalam kasus Noordweer ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana 

dalam keadaan Noordweer ? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sistem pembuktian dalam pengadilan dalam kasus  

Pembelaan Terpaksa( Noodweer). 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan 

tindak pidana dalam keadaan Pembelaan Terpaksa (Noodweer). 

  

Perlindungan hukum.., Panji Sukma Waruwu, Fakultas Hukum 2020



11 
 

1.3.2  Manfaat Penelitian  

 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan dan ilmu hukum, pada umumnya bagi para pembaca, masyarakat 

luas dan khususnya bagi saya sendiri. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukkan 

bagi masyarakat, khususnya pemerintah yang berwenang, dan serta menambah 

wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, diharapakan pula penelitian ini 

dapat menjadi wacana atau referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi para 

civitas akademika fakultas hukum. 

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran 

1.4.1 Kerangka Teoritis 

 Untuk menjawab suatu masalah dalam penelitian dibutuhkan teori sebagai 

landasan utama dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kerangka 

teori berisikan teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian.sebagaimana dalam hal penelitian ini 

penulis menggunaka landasan teori sebagai berikut : 

1. Teori Pembuktian  

 Hukum Pembuktian Merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang 

mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku, sistem 

yang dianut , syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta 

kewenangan hakim untuk menerima menolak dan menilai suatu pembuktian. 

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah 

memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini yaitu 

untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang telah 

di dakwakan kepadanya.secara teoritis terdapat empat teori mengenai sistem 

pembuktian yakni
16

: 

                                                
16 Waluyadi, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2004 ,hlm .38. 
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a) Pembuktian menurut undang-undang secara Positif (positief wettelijk) teori 

ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah 

ditentukan oleh undang-undang, yaitu untuk membuktikan apakah 

terdakwa bersalah atau tidak dengan melihat pada alat-alat bukti yang saah 

yang telah ditentukan. 

b) Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (conviction in time) yaitu 

bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini semata mata ditentukan 

oleh keyakinan hakim, keyakinan tersebut disimpulkan oleh hakim 

berdasarkan alat bukti atau hanya dengan mendengarkan keterangan 

terdakwa di persidangan. 

c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(convition raisonee) teori pembuktian ini melihat dari keyakinan hakim 

tersebut harus berdasarkan pada alasaan-alasan yang dapat diterima akal 

dan logis.
17

 

d) Pembuktian berdasrkan undang-undang secara negatif (negatif wettwlijke 

berwijs) HIR maunpun KUHAP, begitu pula Ned, Sv. Semuanya 

menganut sistem atau teori pembutian berdasarkan undang-undang negatif. 

Pasal 138 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar terjadi penjelasan pasal 138 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan 

ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian 

hukum.
18

 

 Hubungan Teori ini  jika dikaitkan dengan berdasarkan kasus-kasus di atas 

adalah  bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang harusnya 

dilihat dulu bagaimana ia melakukannya apakah dengan unsur kesengajaan atau 

dengan unsur tidak sengaja, seperti perbuatan yang dilakukan dengan keadaan 

terpaksa yang dimana ia harus melakukannya demi melindungi tubuh, harta 

martabat, kehormtan kesusilaan yang dimana diatur dalam Pasal 49 kitab Undang-

                                                
17 Andi hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 255-256. 

18 Jurnal bastianto Nugraoho, Peranan Alat bukti, Volume 32 No.1 januari 2017 hlm 23 
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undang Hukum Pidana, Selain Instansi Penegak hukum seperti Polisi,Kejaksaaan, 

Pengacara maupun Hakim harus mempertimbangkan dengan matang-matang 

apakah perbuatan itu salah atau benar. Tujuan pembuktian ini yaitu untuk 

membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang telah di 

dakwakan.  

2. Teori Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subjek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik 

yang besifat preventif maupun represif baik tertulis maupun lisan.
19

 Perlindungan 

hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah 

dirugikan orang lain dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman,baik secara fisik dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
20

 

 Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari 

pendapat para ahli, yaitu : 

a) Menurut Sajipto Raharjo mendefenisikaan perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayomaan kepada hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
21

 

b) Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum 

adalah perlindungan akan harkat manusia yang dimiliki oleh subjek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
22

 

                                                
19 H. Edi Setiadi, Kristian, Sistem Peradilan  Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di 

Indonesia, Jakarta: PT.Fajar Interpana Mandiri, 2017, hlm.272 

20
 Satjipto Raharjo, Penyelesaian Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal 

masalah  hukum, hlm.27 

21
  Setiono, Rule Of Law (Supermasi Hukum), Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3 

22
 Ibid,hlm.3 
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c) Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman.
23

 

 Hubungan teori ini jika dikaitkan dengan kasus-kasus yang di atas makan 

teori ini sangat penting karena perlindungan hukum khususnya kepada masyarakat 

adalah hak tanggung jawab setiap negara dan penegakan hukum harus 

memperhatikan teori ini  Karena banyak kasus yang dimana setiap seseorang yang 

melakukan suatu tindak pidana tidak adanya perlindungan hukum baik dia itu 

sebagai korban, saksi maupun terdakwa. 

1.4.2 Kerangka Konseptual 

 Kerangka Konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran dari 

konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan mencakup defenisi-defenisi 

operasional sebagi berikut : 

1. Perlindungan Hukum  

 Perlindungan Hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman, rasa bebas dari 

bahaya, bebas dari gangguan, tentram dan tidak merasa takut atau khawatir 

terhadap suatu hal.
24

 Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan 

dan hukum. Kata perlindungan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai tempat berlindung, hal yang menyangkut semua perbuatan yang 

melindungi, sengakan istilah hukum menurut Soedikno Metrokusumo ialah 

seluruh peraturan tentang tingkah lagi yang berlaku dalama kehidupan, yang dapat 

dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.
25

 

 

                                                
23

 Ibid, hlm.3 

24
 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm.74 

25
 Sudikno Metrokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.40 
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2. Tindak Pidana 

 Tindak Pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

dengan melawan hukum yang dapat dikenakan penjatuhan hukuman pidana. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana .
26

 tindak pidana juga yaitu perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman 

(Sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk 

mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang 

dan disertai sanksi.
27

 

3. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) 

 Pembelaan terpaksa adalah pembelaan yang bersifat terpaksa yang dibela 

ialah dirinya sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda 

sendiri maupun orang lain, ada serangan sekejap atau adanya ancaman yang 

sangat dekat pada saat itu dan unsur yang terakhir adalah serangan itu melawan 

hukum. 
28

  Pembelaan terpaksa merupakan suatu yang dilakukan dalam keadaan 

mendesak yang dimana telah diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana yang diman perbuatanya itu memilki unsur alasan pembenar dan pemaaf. 

 

  

                                                
26

 Jurnal Ilmu Hukum,  Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru,  

2016, Volume  4 No.1, hlm. 202-203 

27
 Ismu Gunandi & Jonaedi  Efendi, Cepat danMudah Memamahi Hukum Pidana, Pernamedia 

Grup, Jakarta,  2014 

28
 Rr. Jannatul Firdaus, Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Pembenar, Surabaya, 13 September 

2017, hlm.1 
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1.4.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Undang –undang Dasar 

1945 Pasal 28 D Ayat (1) 

Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Pasal 49 

Ayat (1) dan (2)  

Undang Undang Nomor 

48/2009 Kekuasaan 

Kehakiman 

Bagaimana Perlindungan 

hukum terhadap orang yang 

melakukan pembelaan 

terpaksa 

Putusan Pengadilan  

Putusan Nomor 15/ Pid.B/2016/PN.Mll 

Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.sdw 

Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.dwk 

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-anak/2020/PN.KPN 

 

Bagiamana sistem 

pembuktian di pengadilan 

dalam kasus pembelaan 

terpaksa 
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1.5 Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

yuridis normatif dilakukan dengan yuridis normatif yakni menelaah teori teori, 

asas, norma hukum, peraturan-peraturan, kovensi, serta perundang-undangan yang 

berkaitan dana relevan dengan penelitian ini, penelitian hukum normatif meneliti 

menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier.
29

 

Penelitian hukum yuridis normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum 

doktrinal, dimana dalam konsep penelitiannya menggunakan bahan-bahan tertulis 

perundang-undangan atau norma-norma atau kaidah kaidah hukum yang berlaku 

di masyarakat.
30

 

1.5.1 Metode Pendekatan 

 Pendekatan penelitian komparatif yaitu melakukan perbandingan dan 

menganalisa antara dua variabel  melalui beberapa tahap seperti mengiventarisir, 

mengklasifikasi, mengatur memperkenalkan suatu yang menjadi objek studi 

dilakukan berdasarkan bahan hukum seperti asas asas hukum, putusan putusan 

pengadilan serta perundang-undangan. Pendekatan ini dikenal juga sebagai 

pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen 

yanag berkaitan dengan penelitian ini.
31

 

  

                                                
29

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta 2008, hlm.52 

30
 Amirudin dan Zainal, Pengantar Metode Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.118 

31
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji , Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta 2014, hlm.24 
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1.5.2 Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan 

negeri tentang kasus Keadaan Terpaksa¸kitab Undang-undang Hukum 

Pidana Pasal 49 Ayat (1) dan (2). 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur yang 

ditulis oleh para ahli hukum dan analisis yuridis terhadap Keadaan 

Terpaksa. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi artikel berita, 

kamus, dan petunjuk-petunjuk lainnya yang relevan dengan penelitian 

ini. 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah : studi kepustakaan 

Teknik pengumpulan data bersumber dari putusan pengadilan, kitab 

undang-undang hukum pidana, perundang-undangan, buku-buku, jurnal 

yang berkaitan dengan tentang kasus keadaan terpaksa yang relevan 

dengan penelitian ini. 

  

Perlindungan hukum.., Panji Sukma Waruwu, Fakultas Hukum 2020



19 
 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I                   PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar 

belakang masalah dilakukanya penelitian, identifikasi dan 

perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II                 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan kajian pustaka tentang pengertian 

tindak pidana, pengertian pembelaan terpaksa (noodweer) dan 

yang termasuk di dalamnya mengenai macam,unsur-unsur, 

faktor yang terkait. 

BAB III                 METODE  PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode 

pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dan sumber 

pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum. 

BAB III                PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang bersumber 

dari Putusan Pengadilan, Bab ini Disusun sesuai rumusan 

masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2 

BAB V                   PENUTUP 

Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 
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